
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

1.

b.

a. bahwa pengelolaan pegawai badan layanan umum daerah
non aparatur sipil negara pada rumah sakit umum
daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non
Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kompetensi pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non
ASN untuk memberi konstribusi optimal bagi organisasi,
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah
Sakit Umum Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non
Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATICIREBON NOMOR 171 TAHUN2020
TENTANGPEDOMANPENGELOLAANPEGAWAIBADANLAYANANUMUM

DAERAHNONAPARATURSIPIL NEGARAPADARUMAHSAKITUMUMDAERAH

TENTANG

PERATURANBUPATICIREBON

NOMOR 115 TAHUN2023

NOMOR 115 TAHUN2023

BERITADAERAHKABUPATENCIREBON



Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang
Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil



Setiap PT berhak :
a. memperoleh gaji dan tambahan penghasilan lainnya

sesuai kemampuan keuangan BLUDRSUD;
b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan

kompetensi ilmu pengetahuan dan Zkarier dengan
melanjutkan pendidikan dan/ atau pelatihan atau
bimbingan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan kebutuhan organisasi;

c. memperoleh cuti, meliputi :
1. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
3. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan;dan
4. cu ti alasan pen ting;

d. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang
mendapat perintah melaksanakan tugas keluar
Daerah;

Pasa124

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil
Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 174), diu bah sebagai
berikut:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI CIREBON NOMOR 171 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN
LAYANANUMUM DAERAHNON APARATURSIPIL NEGARA
PADARUMAHSAKITUMUMDAERAH.

MEMUTUSKAN:

Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah
Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2020 Nomor 174);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 37);

Menetapkan



BERITADAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2023 NOMOR

23
UPATENCIREBON,

IMRON

TID

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2023

BUPATICIREBON,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal II

Biaya penyelenggaraan pengadaan, pembayaran gaji,
kesejahteraan serta peningkatan kompetensi atau
pengembangan karir dengan melanjutkan Pendidikan
dan / atau mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis
pegawai non ASN dibebankan kepada anggaran BLUD
RSUD.

Pasal46

3. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi
sebagai beriku t:

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan
keilmuan, Pegawai Tetap (PT) dapat melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan/ atau
mengikuti pelatihan Zbimbingan teknis sesuai tugas
pokok dan fungsinya berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasa138

2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut:

e. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan hari tua
dalam bentuk premi asuransi.


